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MOTTO

Perselisihan mungkin adalah jalan pintas

Menuju pertemuan dua pikiran.’

' Kahlil Gibran, April (2003 114)
Gibran, Kahlil. 2003 Spirfrualitas Anak Cuew Adam Yogyakarta: Benteng Budava
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Digital Repository Universitas Jember

RINGKASAN

Penerbitan serufikat hak pakar atas nama Pemenntah Daerah Kabupaten
Jember di Kelurahan Kebonsan Kabupaten Jember yvang dikeluarkan oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Jember  berdasarkan peraturan vang berlaku vaitu
Peraturan Menteni Dalam Negen Nomor 3/1973. Kantor Pertanahan Kabupaten
Jember scharusnva melakukan tahapan - tahapan vang sama pula dalam
memproses perimohonan sertifikat oleh rakvat sebagar pnbadi vang menguasal
tanah tetapi dalam pelaksanaanya terjadi adanva tahapan vang terlewatkan. Hal
itulah yang menvebabkan sengketa antara Kantor Pertanahan Kabupaten Jember
dengan rakyat vang menguasar tanah. Berdasarkan hal tersebut penvusun
menyusun sknpsi i dengan judul © “Tinjauan Yunidis Sengketa Tanah Yang
Bersertifikat Hak Pakai Nomor 31/Kelurahan Kebonsan Atas Nama Pemerintah
Daerah di Kelurahan Kebonsan Kabupaten Jember™

Tuwuan dan penulisan im adalah untuk mengetahui keabsahan sertifikat
hak pakai nomor 3 1'Kelurahan Kebonsan aias nama pemerintah daerah kabupaten
Jember serta untuk mengetaur bagaimana penvelesaian hukumnva.

Metode pendekatan masalah vang digunakan adalah vunidis normatif vaitu
pendekatan dengan jalan penelaahan melalwr peraturan perundang - undangan
vang berlaku sebagai dasar pemecahan masalah Dengan kata lain menelaah
masalah vang umbul berdasarkan hukum vane berlaku ( Seemitro, 1990 . 91 ).

Permohonan hak milik vang telah diajukan oleh Soeramin ndak mendapat
kepastian hukum, apakah pemohonan ditenima atau ditolak oleh Kepala Kantor
Peranahan Kabupaten Jember sampar diterbitkannva serufikar hak pakar atas
obvek vang sama

Apabila Kepala Kantor Perntanahan ingin melindungt hak Soeramin
sehagal warga negara Indonesia maka Kepala Kantor Penanahan Kabupaten
Jember ndak dapat begitu saja menerbitkan sertifikat hak pakai nomor 31
Kelurahan Kebonsan, sekurang - kurangnva harus mengingatkan kepada Kantor
Wilavah Badan Pertanahan Nasional Propinst Jawa Timur tentang adanva

permohonan Soeramin vang dipertimbangkan untuk ditolak atau ditenma  dan
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tentunya hal im membuka peluang bagi Soeramin untuk melakukan upava hukum
menurut pasal 8 Peraturan Menteni Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1973

Keabsahan sertifikat hak pakai nomor 31 Kelurahan Kebonsan atas nama
Pemenintah  Daerah Kabupaten Jember dapat dinvatakan tidak memenuhi
syarat — syarat sahnya ketetapan administrasi negara dalam hal imi tindakan kepala
kantor Pertanahan  Kabupaten Jember tanpa memperhatiakn  kepentingan
permohonan Soeramin adalah menvimpang dan ketentuan perundang — undangan
dan tidak sesuai dengan peraturan dasarnya sehingga kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Jember melakukan kekhilafan (dwaling) dan sertifikat tersebut dapat
dibatalkan

Sertufikat hak pakai yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Jember telah memenuht unsur - unsur Keputusan tata usaha negara
pada pasal | angka {3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan
lata Usaha Negara namun tanah tersebut sudah diajukan permohonan haknva
oleh Soeramin dan masih dikuasai oleh Soeramin

Berkaitan dengan hal tersebut maka penyelesaian hukumnya dapat melalw
Peradilan Tata Usaha Peradilan Tata Usaha Negara,

Suran yang dapat diberikan oleh Penvusun adalah Badan atau pejabat
lata Usaha Negara dalam hal i Badan Pertanahan Nasional dalam menerbitkan
sertifikat seharusnva menerapkan asas kecermatan sesum dengan asas — asas
pemerintahan - vang  baik  agar  sertifikat  vang  dikeluarkan  memenubh

svarat - syarat sahnya ketetapan admimistrasi nevara
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L. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Tanah merupakan suatu permukaan bumi yang terbatas yang ditempat
suatu bangsa yang diperintah suatu negara atau menjadi daerah negara.

Berdasarkan pengertian di atas dinyatakan bahwa tanah sebagai bagian
wilayah negara sangat penting dalam memenuhi syarat terbentuknya negara Bila
sebagian besar tanah masih dikuasai oleh bangsa lain dapat dikatakan negara
tersebut belum merdeka atau belum terbentuk.

Tanah sangat erat sekali hubungannya dengan kehidupan manusia. Setiap
orang tentu memeriukan tanah. Bahkan bukan hanya dalam kehidupannya untuk
matipun manusia masih memerlukan tanah Tanah mempunvai arti vang sangat
penting dalam kemajuan tingkat peradapan manusia.

Jumlah luas tanah yang dapat dikuasai oleh manusia terbatas sekali,
sedangkan jumlah manusia yang memerlukan dan berkepentingan terhadap tanah
senantiasa bertambah. Selain untuk perumahan, tanah juga diperlukan untuk
kemajuan dan perkembangan ekonomi, sosial budaya serta untuk pendirian
sekolah.

Peranan tanah yang sangat besar bagi kehidupan manusia dapat digunakan
sebagal sarana untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi manusia
sebagai warga negara yakni yang menyangkut kepentingan pribadi dan
kepentingan umum harus terdapat keseimbangan. Oleh karena itu, jika
keseimbangan tersebut tidak dapat terjaga akan menyebabkan lahimya suatu
sengketa baik antara pribadi dengan pribadi maupun pribadi dengan pemerintah
negara dalam hal hak penguasaan tanah

Berdasarkan hak menguasai dari negara, maka negara dalam hal ini adalah
pemermtah dapat memberikan hak-hak atus tanah kepada seseorang, beberapa
orang secara bersama-sama atau suatu badan hukum Pemberian hak ity berarti
pemberian wewenang untuk mempergunakan tanah dalam batas-batas yang diatur
oleh peraturan perundangan (Saleh, 1982 15 ). |
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Menurut pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa bumi dan air dan
kekayaan alam vyang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Berpedoman pada
ketentuan yang terkandung dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945, bahwa negara
sebagai organisasi kekuasaan dan seluruh rakyat Indonesia maka untuk pada
tingkat tertinggi negara mempunyai wewenang sebagaimana dinyatakan dalam
pasal 2 ayat (2)UUPA, antara lain :

a.  Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan
dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.

b.  Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-
orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.

c.  Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-
orang dan perbuatan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum
yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka apabila pemerintah memerlukan tanah
untuk pembangunan harus memperhatikan masyarakat yvang telah cukup lama
menguasai tanah tersebut walaupun mereka belum mempunyai sertifikat hak atas
tanah yang mereka kuasai dan negara sebagai organisasi kekuasaan tertingg harus
tetap dihormati. Negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi tidak boleh
melakukan tindakan sewenang-wenang tanpa memperdulikan hak-hak masyarakat
atas tanahnya.

Dalam kenyataannya terdapat suatu penyimpangan yang dilakukan oleh
pemerintah dalam mendapatkan tanah dengan hak pakai. Dalam mendapatkan
tanah yang diperlukan itu umumnya kepentingan pemilik tanah kurang mendapat
perhatian. Ketentuan-ketentuan hukum yang ada tidak jarang ditafsirkan
menyimpang dan hakekat eksistensinya. Penguasa-penguasa daerah ditafsirkan
sebagai pejabat yang berwenang secara sepihak menetapkan bentuk dan jumlah
ganti kerugian, yang mengikat dan karenanya wajib diterima oleh pemilik tanah
Penguasa daerah tanpa memperdulikan hati nurani rakyat langsung membuat
suatu permohonan hak pakai pada Badan Pertanahan Nasional agar diterbitkan
sertifikat hak pakai.

Pendaftaran tanah yang bertujuan utama memperkuat kedudukan hukum hak

atas tanah para pemegangnya yang sebagian besar merupakan warga masyarakat,
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namun dalam pelaksanaannya permohonan hak atas tanah yang diajukan oleh
warga masyarakat sering tidak ditanganmi secara tuntas oleh Badan Pertanahan
Nasional. y

Suatu penerbitan sertifikat hak pakai atas nama pemenntah daerah
Kabupaten Jember di Kelurahan Kebonsan Kabupaten Jember vang dikeluarkan
oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember telah berdasarkan peraturan yang
berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5/1973 dimana Kantor
Pertanahan Kabupaten Jember seharusnya melakukan tahapan-tahapan yang sama
pula dalam memproses permohonan sertifikat oleh rakyat sebagai pribadi yang
menguasal tanah. Karena perlakuan vang tidak sama dan Kantor Pertanahan
Kabupaten Jember maka timbullah suatu sengketa vang terjadi antara Kantor
Pertanahan Kabupaten Jember dengan rakyat penguasa tanah.

Liraian latar belakang di atas mendorong penulis untuk menyusun skripsi i1
dengan judul = “Tinjavan Yuridis Sengketa Tanah vang Bersertifikat Hak
Pakai Nomor 31/Kelurahan Kebonsari atas Nama Pemerintah Daerah di
Kelurahan Kebonsari Kabupaten Jember™,

1.2 Ruang Lingkup

Skripsi ini akan membahas tentang sengketa yang terjadi antara rakyat yang
menguasai tanah dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember sebagai
badan non departemen yang berwenang dalam penyelesaian permohonan hak atas
tanah dan telah menerbitkan sertifikat hak pakai nomor 31/Kelurahan Kebonsari
atas nama pemenntah daerah di Kelurahan Kebonsari Kabupaten Jember.

1.3 Rumusan Masalah
Berutik tolak dari latar belakang di atas, penyusun ingin mengemukakan
dua pokok permasalahan sebagai berikut -
I Bagaimanakah keabsahan sertifikat hak pakai nomor 31 atas nama
Pemenntah Daerah Kabupaten jember ?
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2. Bagaimanakah penyelesaian hukum sengketa tanah yang bersertifikat nomor
nomor 31/Kelurahan Kebonsari atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten
Jember?

1.4 Tujuan Penulisan
Penulisan skripsi ini, mempunyai tujuan sebagai berikut -
1.4.1 Tujuan Umum
Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana di
Fakultas Hukum Universitas Jember.
1.4.2 Tujuan Khusus
I. Untuk mengetahui keabsahan sertifikat hak pakai nomor 31/Kelurahan
Kebonsari atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui penyelesaian hukumnya.

1.5 Metode Penulisan

Dalam rangka mendapatkan bahan hukum dan kemudian menyusun bahan
hukum tersebut secara sistematis, maka diperlukan metode penulisan vang sesuai
dengan permasalahan yang telah diuraikan sehingga penulisan skripsi ini dapat
mendekati  kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan  Metode yang
digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah -
L.5.1 Pendekatan Masalah

Untuk mendapatkan pembahasan yang baik dan terarah maka dalam

penulisan skripsi ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis
normatif yaitu pendekatan dengan jalan penelaahan melalui peraturan perundang-
undangan yang berlaku scbagai dasar pemecahan masalah. Dengan kata lain,
mengkaji dan menelaah masalah yang timbul berdasarkan hukum vang berlaku.
(Soemitro, 1991.91)
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1.5.2 Sumber Bahan Hukum
Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi imi
adalah :
a. Sumber bahan hukum primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang di dapat langsung dan
penelitian lapangan atau berupa hasil wawancara dengan lembaga atau
mstitusi  yang terkait dengan permasalahan vang hendak dikaji
(Soemitro, 1991: 34),
b.Sumber bahan hukum sekunder
Sumber bahan hukum sekunder merupakan sumber bahan hukum yang

diperoleh dari penelusuran literatur, produk perundang-undangan, dan
lain-lain.

1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum
a. Wawancara
Untuk memperoleh bahan hukum primer dilakukan dengan metode
wawancara, yaitu pengumpulan dan pengolahan bahan hukum yang diperoleh dari
keterangan-keterangan atau penjelasan-penjelasan langsung dan sumber data
Sumber data itu antara lain -
I Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember
2. Kepala Sub seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan Kantor Pertanahan
Kabupaten Jember
3. Bapak Supriyadi selaku Kepala Kelurahan Kebonsari
b. Studi Kepustakaan
Merupakan cara pengumpulan data berdasarkan produk perundang-
undangan, buku literatur serta buku penunjang karya ilmiah serta buku penunjang
karya ilmiah, serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang
dikayi .
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c. Studi Dokumen
Untuk memperoleh data sekunder diantaranya dilakukan dengan studi

dokumen, yaitu cara pengumpulan data dari dokumen-dokumen yang diperoleh
dari instansi yang terkait dengan permasalahan (Soemitro, 1991 22).

1.54 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah
deskriptif kualitatif’ yaitu dengan membuat suatu gambaran tentang permasalahan-
permasalahan serta fakia-fakta yang ada dalam hubungan antara hukum yang
berlaku dengan data-data yang telah diperoleh.

Kemudian langkah selanjumya adalah mengambil suatu  kesimpulan
dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu berangkat dari hal vang
bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat lebih khusus. Metode
deduktif digunakan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan  konkrit
mengenai kaidah vang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan
suatu permasalahan tertentu (Sunggono, 1997:74),
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Javersitas Yennaiis
R P T

—

IL FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Tanah bekas R.V.O. Verponding Nomor 2408 atas nama Landbouw
Maatschaappij Oud Djember (1. M.O.D). yang berakhir haknya pada tanggal 09
Mei 1942 dengan luas seluruhnya 3.200 M®. berdasarkan surat keputusan Residen
Besuki tanggal 08-05-1956 Nomor 63/Agr, diberikan pada desa/kelurahan
Kebonsan dan kepala desa waktu itu adalah Soeramin.

Pada tanggal 28 Desember 1989 Pemerintah Daerah Tingkat 1l Jember
mengajukan permohonan hak pakai atas tanah bekas R VO Verponding No.
2408, yang kemudian diterbitkan SK Kakanwil Badan Pertanahan Nasional
Propinsi Jawa Timur tanggal 05-12-1991 Nomor 370/HP/35/1991 dan akhirnya
diterbitkan sertifikat hak pakai Nomor 31/Kebonsari alas nama Pemerintah
Daerah Tingkat I Jember, pada tanggal 15 Apnl 1992,

Sertifikat Hak Pakai Nomor 31/Kelurahan Kebonsari tercatat atas nama
Pemerintah Daerah Tingkat 11 Kabupaten Jember yang telah dikeluarkan oleh
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember telah menyebabkan sengketa tanah.
karena sebelum diterbitkan sertifikat  tersebut Soeramin sudah mengajukan
permohonan hak milik atas tanah bekas RVO tersebut pada tanggal 5 Juni 1991
Kemudian Kantor Pertanahan Kabupaten Jember membentuk panitia A untuk
memeriksa ke lokasi tanah yang dimohon tersebut. Setelah diproses oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Jember dikirim ke Kakanwil Surabaya untuk mendapat
rekomendasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan pamtia A |, tidak dapat
dipertimbangkan untuk diberikan dengan hak milik karena menurut Kantor

Pertanahan Kabupaten Jember tanah yang dimohon ternyata bukan tanah yasan

tetap tanah hak opstal.
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Permohonan hak milik vang telah diajukan oleh Soeramin tidak mendapat
kepastian hukum, apakah permohonannya diterima atau ditolak oleh Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, sampai diterbitkannya sertifikat hak pakai
untuk Pemda Kabupaten Jember, padahal tanah tersebut menurut keterangan
masyarakat sekitar sudah dikuasai oleh Soeramin dengan jangka waktu vang lama.
Selanjutnya dengan diterbitkannya sertifikat hak pakai atas nama Pemerintah
Daerah Kabupaten Jember menyebabkan adanya pihak vang melakukan kegiatan
bangunan tanpa 1jin dari penguasa tanah vaitu Soeramin,

Soeramin sebagai penggugat merasa dirinya dirugikan mengajukan

gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

2.2 Dasar Hukum
A.  Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria
Pasal-pasal yang terkait dalam masalah ini
I. Pasal 19 avat(1):
“ Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran
tanah di seluruh wilayah republik Indonesia menurut ketentuan - ketentuan
yang diatur dengan peraturan pemerintah”
2. Pasal 19 ayat (2):

Pendaftaran itu meliputi :

a. Pengukuran, Perpetaan, dan pembukuan tanah

b.Pendaftaran hak — hak atas tanah dan peralihan hak - hak tersebut

¢.Pemberian surat — surat tanda bukti yang berhak sebagai alat pembuktian
yang kuat

3. Pasal 20 ayat (1) .
“Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh vang dapat

dipunyai orang atas tanah™
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4. Pasal 21 ayat (1) ;

“Hanya warga negara Indonesia dapat mempunvai hak milik”.
5. Pasal 22 ayat(2) :

“Hak milik terjadi karena :”

a Penepatan pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang
ditetapkan dengan peraturan pemerintah,

b. Ketentuan Undang-undang,

6. Pasal 27 .

“Hak milik hapus bila
a. tanahnya jatuh kepada negara
1.Karena pencabutan hak
2 Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemilinya
3 Karena ditelantarkan

4.Karena ketentuan pasal 21 ayat (3) dan pasal 26 ayat (2)
b. tanahnya musnah

7 Pasal 41 ayat (1)

Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil

dan tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah hak milik
orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan
dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang
memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya,
yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan
tanah. Segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan
ketentuan-ketentuan undang-undang inj

8. Pasal 42 ;
“Yang dapat mempunyai Hak Pakai ialah :

a. Warga Negara Indonesia

b. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia

¢. Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan
berkedudukan di Indonesia.

d. Badan Hukum asing yang mempunyai perwakilan di
Indonesia
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B. Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara Pasal-pasal yang terkait dengan masalah ini ;

1. Pasal 1 ayat (2) :
“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau pejabat
yang melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan peraturan
perundang-undangan vang berlaku.”

2. Pasal 1 ayat (3) :

Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi
tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual,
dan final, yang memmbulkan akibat hukum bagi Keputusan Tata
Usaha Negara adalah Suatu Penetapan Tertulis yang seseorang atau
badan hukum Perdata.

3. Pasal | ayat (4) -

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam
bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata
dengan badan atau pejabat Tata Usaha negara, baik di pusat maupun
di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha
Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan perundang-
undangan yang berlaku.

4. Pasal 3 ayat (2) :

Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak
mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu
sebagaimana ditentukan dalam pertauran perundang-uyndangan
dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang
dimaksud.

5. Pasal 3 ayat(3) -

Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak
menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),
maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya
permohonan, badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang
bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.
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6. Pasal 53 ayat (1) :

Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya
dirugikan oleh Suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan
gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang vang berisi tuntutan
agar keputusan Tata Usaha Negara vang disengketakan itu dinyatakan
batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tututan ganti rugi dan atau
direhabilitasi.”

7. Pasal 53 ayat (2) :
“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) adalah :

2. Keputusan Taa Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Badan atau pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan
keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan
wewenangnya untuk tujuan lain dan maksud diberikannya wewenang
tersebut.

c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau
tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut
dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau

tidak pengambilan keputusan tersebut.

C. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Tata
Cara Pemberian Hak Atas tanah

D. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 tentang
Ketentuan - Ketentuan Mengenai Permohonan dan Pemberian Hak
Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak — Hak Barat

2.3 Landasan Teori
2.3.1 Pengertian Hak Atas Tanah

Menurut Hukum Eropa yang dimaksud dengan hak kebendaan adalah hak
untuk secara langsung menguasai suatu kebendaan dan kekuasaan itu dapat
dipertahankan terhadap sikap orang sehingga dengan demikian disebut hak mutlak
(hak absolut). Dapat dipertahankan terhadap setiap orang dalam artian bahwa
setiap orang harus menghormati, mengindahkan dan mengakui hak kebendaan
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orang lain. orang tidak boleh mengambilnya tanpa seijin pemiliknya, tidak boleh
merusaknya dan melakukan perbuatan lainnya yang dilarang oleh hukum
Dalam UUPA mengenal adanya benda tetap dan benda itu adalah tanah
Berdasarkan hal tersebut yang dimaksud dengan hak-hak kebendaan menurut
UUPA adalah hak-hak atas tanah.
Hak-hak atas tanah seperti yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1)
Undang-undang pokok Agraria yaitu -
1. Hak milik;
2.Hak guna usaha,
3.Hak guna bangunan;
4.Hak pakai,
5. Hak sewa,
6.Hak membuka tanah,
7.Hak memungut hasil hutan;
8.Hak-hak lain yang sifatnya sementara;
Semua hak atas tanah ini mempunyai sifat-sifat kebendaan yaitu:
- Dapat beralih dan dialihkan
- Dapat dijadikan jaminan suatu hutang
- Dapat dibebani hak tanggungan
( Mustafa, 1988: 39)

2.3.2 Subyek yang Dapat Mempunyai Hak Pakai

Pihak-pihak yang dapat mempunyai hak pakai berdasarkan Peraturan
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 40 tahun 1996
tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai pada pasal 39
antara lain :

a. Warga Negara Indonesia

b. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan
berkedudukan di Indonesia

¢. Departemen, lembaga non departemen, pemerintah daerah

d. Badan-badan keagamaan dan sosial
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e. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia
f.  Perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional
(Parlindungan, 1998: 201)

2.3.3 Hak Atas Tanah yang dapat dimohon olch Instansi Pemerintah dan
Asal Hak Atas Tanah yang dapat diberikan untuk diterbitkannya Hak
Pakai

Instansi pemerintah yang memerlukan tanah untuk kepentingan umum
dapat memperoleh tanah dengan mengajukan permohonan hak kepada Menteri
Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Hak yang dapat dimohon atas
tanah yang diperlukannya adalah hak pakai dengan jangka waktu “selama
dipergunakan”(menurut Ka Subsi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan),

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 40 tahun 1996, hak pakai atas tanah dapat diberikan dari tiga hak
atas tanah, yaitu tanah negara, tanah hak milik dan tanah hak pengelolahan tanah
negara.

Pengertian tanah negara sesuai yang dinyatakan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 8 tahun 1953 adalah tanah yang dikuasai penuh oleh negara.
Tanah negara tersebut, di atasnya tidak terdapat hak atas tanah dari pihak-pihak
tertentuk. Instansi yang memerlukan tanah dapat mengajukan permohonan hak
atas tanah yang diinginkan tanpa melalui pelepasan hak terlebih dahulu sebab di
atas tanah negara tidak ada hak yang harus dilepaskan,

Dalam Undang-undang pokok Agraria hak milik diatur di pasal 20 sampai
dengan pasal 27. Adapun bunyi pasal 20 menyebutkan -

I Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat
dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat pasal 6.
2. Hak milik dapat beralih atau dialihkan secara turun-temurun kepada
ahli warisnya tanpa dibatasi jangka waktunya
Hak milik paling kuat dan terpenuh daripada hak-hak atas tanah lainnya. Hak

milik tersebut tidak terdapat batasan waktunya apabila ada orang yang akan J
menggugal,
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Pengertian hak pengelolaan sesuai yang dinyatakan dalam Peraturan
Menteri Dalam Negen nomor | tahun 1977 adalah suatu hak atas tanah vang
memberikan wewenang kepada pemegang hak untuk merencanakan peruntukan
dan penggunaan tanah yang bersangkutan, menyerahkan bagian-bagian daripada
tanah itu kepada pihak ketiga menurut persyaratan yang ditentukan oleh
perusahaan pemegang hak tersebut yang meliputi segi-segi  peruntukan.
penggunaan, jangka waktu, dan kewenangannva dengan ketentuan bahwa
pembenan hak atas tanah kepada pihak ketiga vang bersangkutan dilakukan oleh
pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. |

Berasal dari hak pengelolaan dapat diterbitkan hak atas tanah lainnya,
terbukti berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor | tahun 1977 hak
atas tanah yang dapat diberikan dari hak pengelolaan adalah hak milik, hak guna
bangunan, dan hak pakai. Pasal 2 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut,
bagi pemerintah dacrah tidak dapat memperoleh hak pakai atas tanah jika tanah
itu idak digunakan untuk pengembangan pemukiman,

2.34 Pengertian Sertifikat
Serufikat adalah salinan buku tanah dan surat ukumya setelah dijilid
menjadi  satu bersama-sama dengan suatu kertas sampul vang bentuknya
ditetapkan dengan peraturan menteri ( Saleh, 1982: 64) sertifikat itu diberikan
kepada yang berhak dan merupakan surat tanda bukti hak, seperti yang dimaksud
di dalam pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria pasal 19 ayat (1) dan (2) sebagai
berikut
I} Unwk menjamin kepastuan hukum oleh pemerintah diadakan
pendafiaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut
ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah.
2) Pendaftaran itu meliputi .
a.  Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah
b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut

¢. Pemberian surat-suarat tanda bukt hak, yang berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat
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Sertifikat dapat diperoleh oleh seseorang atau badan hukum dengan
memerlukan suatu usaha, waktu dan biava.

Usaha itu berupa memohon sertifikat dan mempersiapkan surat-surat yang
diperlukan, menghadap pejabat-pejabat tertentu Semua ity memerlukan wakty
yang cukup banyak dan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu orang atau badan
hukum mengurus sertifikat, biasanya karena ada alasan tertentu sehingga orang itu
didorong untuk mengurus sertifikat ( Peranginangin, 1981: 10).

Berdasarkan keputusan Presiden nomor 32 tahun 1979 dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1979 dalam pasal 1 menyatakan bahwa hak
atas tanah asal hak barat tidak akan diperpanjang masa berlakunya. Pada saat
jangka waktunya berakhir selambat-lambatnva pada tanggal 24 September 1980,
tanah hak itu menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara Bagi orang atau
badan hukum perdata yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam Peraturan
Menteni Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1979 itu diberikan kesempatan untuk
memohon hak baru sampai paling lambat tanggal 24 September 1980,

Permohonan hak atas tanah adalah suatu proses yang dimulai dan
masuknya permohonan kepada instansi yang berwenang sampai lahirmya hak atas
tanah yang dimohon itu. seorang yang memohon hak atas tanah, tentu saja harus
mengeiahui secara pasti mengenai tanah yang akan dimohon olehnya, maksudnva
mengetahui tanah tidak hanya secara fisik tetapi si pemohon juga harus
mengetahui status hukum tanah itu ( Perangin, 1991:1),

Permohonan hak atas tanah dapat diajukan kepada pejabat  yang
berwenang memberikan hak atas tanah yang dimohon Pejabat yang berwenang
itu ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1972
tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah.
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Kalau vang dimohon Hak Milik (atas tanah untuk bangunan), maka

permohonan ditujukan kepada -

2.3.5

I. Gubemnur/Kepala Daerah, jika luas tanahnya 2.000 M atau kurang

2. Menteri dalam negeri, jika luas tanahnyz lebih dari 2 000 M
Permohonan untuk memperoleh Hak Guna Bangunan ditujukan kepada .

I. Gubernur/Kepala Dacrah, jika luas tanahnya 2.000 M? atau kurang
dan jangka waktunya 20 tahun.

Menteri dalam negeri, jika luas tanahnya lebih dari 2,000 M? dan/atau

[

jangka waktunya 20 tahun dengan catatan kalau vang memohon
adalah badan hukum Indonesia yang bermodal asing, permodalahn
harus ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri, dengan tidak
memperhatikan luas dan jangka waktunya,

Permohonan untuk memperoleh Hak Pakai ditujukan kepada

I Gubernur atau kepala daerah, jika luas tanahnya 2.000 M? atau kurang
dan jangka waktunya 10 tahun atay kurang, juga kalau pemohon
instansi pemerintah dengan tidak melihat luar Jangka waktunya.

2. Menteri Dalam Negeri, jika luas tanahnya lebih dari 2.000 M?
dan/atau jangka waktunya lebih dari 10 tahun

Tahap Proses Permohonan dan Pemberian Hak Atas Tanah Secara

Umuam

Tahap-tahap permohonan dan pemberian hak atas tanah adalah sebagai

berikut :

1.

Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada pejabat yang
berwenang memberikan hak yang dimohon, melalm Kantor Sub
Direktorat Agraria setempat,  Formulir surat permohonan telah
disediakan oleh Kantor Sub Direktorat Agraria (Kantor Agraria
tingkat Kabupaten / Kotamadya).
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2. Kantor Sub Direktorat Agraria memeriksa dan minta dipersiapkan
surat-surat yang diperlukan, antara lain :
a. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah
b. Gambar Situasi / Surat Ukur
c. Fatwa Tata Guna Tanah
d. Risalah Pemeriksaan tanah oleh Panitia “A”

3. Berkas permohonan yang lengkap oleh Kantor Sub Direktorat Agraria
dikirim kepada Gubernur / Kepala Daerah setempat melalui Kantor
Agraria Provinsi setempat.

4. Kalau Wewenang pemberian hak yang dimohon ada di tangan
Gubernur/Kepala Dacrah, maka Kepala Direktorat Agraria dikirimkan
kepada Menten Dalam Negen melalui Direktorat Jenderal Agraria.
Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri kemudian
mengeluarkan Surat Keputusan Pembenan Hak.

5. Surat Keputusan Pemberian Hak diberikan kepada pemohon

6. Pemohon memenuhi semua persyaratan vang dicantumkan dalam
Surat Keputusan Pemberian Hak

7. Hak atas tanah itu didaftarkan oleh pemohon di kantor Sub. Direktorat
Agrana setempat.

8 Kantor Sub Direktorat Agraria mengeluarkan Sertifikat Hak Atas
Tanah dan menyerahkan kepada pemegang hak.

Proses di atas berlaku bila semua ketentuan perundangan dipenuhi
(Perangin, 1991:16).

2.3.6 Pengertian Ketetapan Administrasi Negara

Dalam Bahasa Belanda Keputusan disebut sebagai beschikking, istilah
beschikking diperkenalkan pertama kali oleh Van der Pot dan Van Vollen Hoven
dan di Indonesia diperkenalkan oleh W F Prins. Beschikking diterjemahkan oleh
beberapa sarjana di Indonesia diantaranya E. Utrecht mereka menterjemahkan
beschikking sebagai ketetapan administrasi negara.

£


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

18

Menurut Van Vollen Hoven menyatakan bahwa keputusan adalah
tindakan hukum yang bersifat sepihak dalam bidang pemerintahan dan dilakukan
oleh suatu badan hukum berdasarkan wewenangnya vang luar biasa
(Suryarama, 2000: 2.7).

Istilah beschikking atau ketetapan menurut Utrecht adalah suatu perbuatan
berdasarkan hukum publik yang bersegi satu vang dilakukan oleh alat - alat
pemerintahan berdasarkan suatu kekuasaan yang istimewa ( Marbun, 2000: 75 ).

Menurut Van Der Pot dinyatakan bahwa beschikking adalah perbuatan
hukum yang dilakukan oleh alat — alat pemerintahan, pernyataan - pernyataan
pemerintahan itu dalam menyelenggarakan hak istimewa, dengan maksud
mengadakan perubahan dalam lapangan perhubungan — perhubungan hukum

Berdasarkan pengertian dari beberapa sarjana diatas dapat dirumuskan
sebagai berikut :

I, Perbuatan hukum publik bersegi satu atau perbuatan hukum sepihak dari
pemerintah.

Misalnya proses permohonan hak atas tanah, pada mulanya diawali

dengan pengajuan permohonanpada kantor Pertanahan Kabupaten Jember

kemudian tanah yang dimohon itu diperiksa dan diteliti untuk mengetahui
keberadaan obyeknya atau data yuridis, pada akhirnya Badan Pertanahan

Nasional lah yang memutuskan akan menolak atau mengabulkan

permohonan tersebut dengan keluarnya keputusan administrasi negara.

2.5ifat hukum publik diperoleh dari atau berdasarkan wewenang atau
kekuasaan istimewa maksudnya wewenang atau kekuasaan istimewa
tersebut diperoleh dari undang — undang berdasarkan asas legalitas, karena
perbuatan  pemerintah  harus  berdasarkan pada peraturan  dimana
wewenang tersebut dicantumkan.

3.Dengan maksud terjadinya perubahan dalam lapangan hubungan hukum,
perbuatan pemerintah harus marupakan hukum (rechtamdeingen) vang
menimbulkan akibat-akibat hukum tetentu yang kemudian melahirkan dan

atau dituangkan dalam bermacam-macam jenis keputusan atau penetapan.
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Pemenintah atau administratur negara dalam membuat suaty keputusan
harus memperhatikan ketentuan-ketentuan atau syaral-syarat tertentu udak
diperhatikan maka suatu keputusan akan mengandung kekurangan, dan dapat
menyebabkan keputusan itu tidak sah (miet-rechrgeldig). Syarat-syarat itu
antara lain :

A. Syarat Material

I. Alat pemernntahan yang membuat keputusan harus berwenang (berhak)
menurut pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor S Tahun 1986 tentang
peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan :

" Apabila suatu keputusan dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara yang tidak berwenang, maka terhadap keputusan yang demikian
dapat dinyatakan sebagai bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku”.

2. Keputusan harus menurut hukum (rechmatige) atau adil

3. Keputusan tidak boleh memuat kekurangan yuridis, dapat disebutkan antara
lain :
a. Penipuan (bedrog)
b. Paksaan (dwang)
Kesesatan(dwaling) atau kekeliruan/khilaf

e.

st dan tujuan harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasamya
(doelmatig)
Suatu keputusan harus sesuai dengan isi dan tyuan yang menjadi
peraturan dasarnya. Keputusan harus langsung terarah pada sasaran, fujuan,
sehingga efisiensi dan cermat, apabila isi itu diambil tidak sesuai dengan isi dan
tujuan mengakibatkan suatu penyalahgunaan wewenang (de rournamemt de
povoir) maka keputusan itu dapat digugat atau dibatalkan,

Menurut pasal 53 ayat (2) point B Undang-undang nomor 5 Tahun 1986
yang bunyinya adalah sebagai berikut :
Badan atau pejabat tata usaha negara pada waktu mengeluarkan keputusan
sebagaimana dimaksud dalam ayat | telah menggunakan wewenangnya

untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut.
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B. Syarat Formal
|, Syarat-syarat yang ditentukan berhubung dengan persiapan  dibuat
keputusan dan berhubung dengan cara dibuatnya keputusan harus
dipenuhi.
2. Harus diberi bentuk yang telah ditentukan
3. Syarat-syarat berhubung dengan pelaksanaan keputusan itu dipenuh.
Jadi Suatu keputusan administrasi negara jika iidak memenuhi syaral-syarat
tersebut dapat dinyatakan tidak sah, kalau sudah dinyatakan tidak sah maka
keputusan administrasi negara tersebut dapat batal, batal menurut hukum, dan
dapat dibatalkan (Marbun, 2000: 74 -75),

2.3.7 Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara

Pengambilan Keputusan Tata Usaha Negara merupakan kewenangan dari
semua pejabat pemerintah sebagai  admuinistratur negara yang mempunyai
kewenangan executtf  atau pemenntahan(governement authority,
reegeerbevoegheid)  seperti presiden, Menteri Negara, Direktur Jendral
Departemen, Kepala Wilayah dan sebagainya maupun yang hanya mempunya
wewenang admimstratif atau wewenang pemerintah administratif saja, vakm
wewenang pelaksanaan keputusan dan atay peraturan pemerintah saja yang
bersifat teknis penyelenggaraan, misalnya kepala badan pertanahan yeng
mengeluarkan Sertifikat Hak Pakaj sebagai suatu pelaksanaan keputusan.

Menurut pasal 1 angka (3) undang-undang nomor 5 tahun 1986 Keputusan
Tata Usaha negara adalah suaty penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan
atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan,
yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi
seseorang atau Badan Hukum Perdata

Berdasarkan definisi tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa
unsur-unsur dan keputusan tata usaha hegara menurut undang-undang nomor 5
tahun 1986 adalah

I. Penetapan Tertulis
2. Dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara
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Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Bersifat konkret, individual, final

Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum
Perdata.

- LT S

Menurut penjelasan pasal | angka (3) undang-undang nomor 5 tahun 1986
bahwa istilah penetapan tertulis terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada
bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabata Tata Usaha Negara.
Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang diisyaratkan tertulis
bukanlah bentuk formalnya seperti surat Keputusan pengangkatan sebagai
Pegawai Negeri Sipil dan schagainya

Secara prinsip keputusan Tata Usaha Negara itu harus tertulis. Namun
demikian masih terdapat Juga pengecuahian dalam hal adanya putusan tidak
tertulis, maka berarti badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan
keputusan, sedang jika hal tersebut merupakan kewajibannya dan batas waktunya
telah lewat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tidak
menentukannya, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan
dapat dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan, tindakan diam itu dapat
disamakan dengan keputusan tertulis yang tidak tertulis (pasal 3 UU No. § tahun
1986).

Berisikan tindakan hukum dalam bidang Tata Usaha Negara maksudnya
adalah tindakan tersebut harus ditujukan dalam lapangan Hukum Tata Usaha
Negara dan bukan dalam bidang hukum perdata (civil). Maksud yang terkandung
dalam setiap keputusan adalah teadinya perubahan dalam lapangan hukum
publik. Hubungan yang terjadi bisa berupa penetapan sesuatu hubungan hukum
yang baru atau memuat sesuatu penolakan Badan Tata Usaha Negara terhadap
sesuatu hal. Suatu keputusan akan menimbulkan hak dan kewajiban secara
sepihak bagi yang akan terkena Keputusan itu. Dan perubahan itu terjadh dalam
lapangan hukum publik.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dalam hal ini
setiap tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara harus berdasarkan
atau dilandasi oleh peraturan perundang-undangan, Karena di dalam peraturan
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perundangan itu dicantumkan kewenangan untuk melaksanakan perbuatan hukum
di lapangan hukum publik.

Suatu keputusan Tata Usaha Negara. harus memiliki sifat konkret,
individual dan final dalam hal konkret adalah obyek yang diputuskan dalam
keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau
dapat ditentukan. Dalam hal apa dan kepada siapa keputusan itu dikeluarkan harus
secara jelas disebutkan dalam keputusan atau dengan kata lain obyek dan subyek
dalam keputusan harus disebut secara tegas. Individual artinya keputusan Tata
Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun
hal yang dituju. Kalau yang dituju lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang
terkena keputusan disebutkan. Final artinya keputusan tersebut telah bersifat
definitif, oleh karenanya telah mempunyai akibat hukum. keputusan yang belum
definitif karena masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan belum
menimbulkan hak dan kewajiban, Instansi-instansi tersebut akan terkait dengan
keputusan itu. Bagi suatu keputusan vang belum “definitif” tetapi telah
menimbulkan akibat hukum dalam arti telah menimbulkan kerugian bagi pihak
yang terkena keputusan itu, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan
tuntutan perdata pada peradilan umum (pasal 2 ¢ Undang-undang Nomor 5 Tahun
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) .

Dalam hal menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum
Perdata,

Sebagai salah satu organ negara untuk mencapai tujuan negara pemerintah
dibenn  wewenang untuk  melakukan perbuatan  administrasi  Negara
(Tata Usaha Negara) yaity :

I. Mengeluarkan keputusan (beschikking)

2. Mengeluarkan peraturan fregeling)

3. Melakuklan perbuatan materiil

(Suryarama, 1999; 2 22)

Dari ketiga kategori perbuatan Adminitrasi Negara di atas, maka yang

tidak termasuk dalam kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara adalah

mengeluarkan peraturan (regeling). Karena peraturan  disini hanya mengatur
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hal-hal yang bersifat general dan mengikat umum, sedangkan keputusan
merupakan peristiwa yang melaksanakan hal-hal yang bersifat umum ke dalam
hal-hal yang konkret sehingga dapat dilaksanakan,

Orang atau person manusia pribadi dalam pengertian yundis diakui
sebagai subyek hukum (rechr persononlijkheid), yaitu pendukung hak dan
kewajiban yang dapat mengadakan hubungan-hubungan, baik dengan sesama
person atau manusia maupun badan hukum.

2.3.8 Alasan Mengajukan Gugatan

Gugatan yang diajukan di muka pengadilan Tata Usaha Negara berbeda
dengan gugatan yang diajukan di muka pengadilan perdata, karena pada
pengadilan Tata Usaha Negara ini gugatannya terbatas pada satu macam tuntutan
pokok yang berupa tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan
kepentingan penggugat 1t dinyatakan batal atau tidak sah. Tuntutan tambahan
hanva berupa tuntutan ganti rugi.

Menurut pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan
terdini dari 3 macam alasan antara lain -

I. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan
keputusan telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain
darimaksud diberikannya wewenang tersebut

3. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan
atau tidak mengeluarkan keputusan setelah mempertimbangkan
semua kepentingan vyang tersangkut dengan  keputusan ity
seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan
keputusan tersebut.

Berdasarkan ketiga alasan di atas bagi warga masyarakat atau badan
hukum perdata dapat digunakan sebagai dasar mengajukan gugatan dan bag
pengadilan dapat digunakan sebagai  pengujian dan dasar pembatalan dalam
menilai apakah keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bersifat melawan
hukum atau tidak. untuk kemudian keputusan yang digugat itu perlu dinyatakan
batal atau tidak
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IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan :
Berdasarkan Permasalahan dan Pembahasan vang telah diuraikan diatas
dapat disimpulkan sebagai berikut :

| Sertifikat hak pakai nomor 31/ Kelurahan Kebonsari vang dikeluarkan
olch Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember ternyata tidak
memenuhi syarat — syarat sahnya keputusan tata usaha negara sehingga
sertifikat tersebut dapat dibatalkan.

2. Sertifikat Hak Pakai Nomor 31/Kelurahan Kebonsari atas nama
Pemerintah Kabupaten Jember adalah merupakan KTUN sebagaimana
yang dirumuskan dalam pasal | angka (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun
1986, maka penyelesaian sengketa akibat diterbitkannya sertifikat tersebut
melalui peradilan Tata Usaha Negara

4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis merasa perlu menyampaikan
saran yaitu Badan Pertanahan Nasional dalam menerbitkan sertifikat seharusnya
menerapkan asas kecermatan sesuai dengan asas — asas umum pemerintahan yang
baik agar sertifikat yang dikeluarkan memenuhi syarat - syarat sahnya ketetapan
administrasi negara,
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PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
CAMAT SUMBERSARI

LURAH KEBONSARI
JL Letfen. Suprapto No 99 Telp.330417 Jember 68122

SURAT KETERANGAN
Nomor Reg. : 878//# 4 /536.2/V /2004

Yang bertanda tangan di bawah ini Lurah Kebonsari Kecamatan Sumbersan
Kabupaten Jember , menerangkan bahwa

NAMA : DIAN EVALIA

NIM : 000710101197

PROGRAM : 51 [LMU HUKUM

ALAMAT : JL. KALIMANATN IV/ 5 JEMBER

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian tentang masalah “Tinjauan
Yuridis Tentang Sengketa Tanah Hak pakai Atas Nama Pemerintah Daerah di Kelurahan
Kebonsani Kabupaten Jember “, mulai tanggal 09 s/d 23 Maret 2004.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenamya dan dipergunakan
sebagaimana mestinya
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pemmohonan dari Pemerintah Kubupaten Dasrah Tinglat IT Jember yarg berma's ud
leh Hak Pakel atas tenah Mogara yang luas, letalk, pengmunaan dan banyak “d—
ya maging-masing sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) 5 (1im) 6 (cim)
{tujuh) daftar lampircn Siyat Koputusan ini
| Hcp du Kantor Pertanahan Kabupiton Jember rruﬁin[:—m Ang 1
¢ 19=3-1991 M. 530.13¢ .34~165 - Tgl, 16-9-1991 tba: 530, 135.234164

‘ 1IDE.NG ¢

tanah yang dimohon Ha Pakedi saluns sebageimana torcantum dalam lolam 3 | +i.
pﬂar lamplran Surat Krputuzn ini atlalah tanch Hegaie dan bekas ifals M14: -
Mluasii pemshon berda sarian pelepmmn hek tonah dengan genti gl ciurd prad.
E;ug"d.fk".m diuraikan dilan Melah Portimbarngon tam ual 18 Oktober ‘991 ‘b,
P/1991 ;

{tanch yang dimohon Hal: Pakal tersebut telah diperpuiskan scbogaimany tor:in-
nlnh lolom 6 (enam) dastar lampivan Surat Keputusash ini

*pcr'.hnn momenuhi ayar:t untus memporoleh Hak Poked j
.pamahnmn Hak Pokai torscbut memuut 2sas dan gapis-garis lebi jaksancan 2o-
tah dui setelah ditinjau dart barb.;;ai sogl dapat (lilcabullkan ;

JEICTMGAT 3 :
g-Undong Poliok Agrerin (U.U 16.5 Talwn 1960 Lombaran Negtuya Tahun 1750 le. 104}
uren Pomorintih Moy 10 Tuhun 1961 (Lombaran Mogara Tahwn 1961 Mb. 23) |
L,qmn Montord ,graric M. 10 I'hun 1965 ;
ran Montord Dalam Negeal Ib. & Tahwn 1972 i
tcn Montord Dalam Nogord Mb. 5 Tahun 1973 jis Mo, 7 Taluin 1973 dan Inabiika

Dalam Mogord M. 22 Talun 1973 i

aran tonterd Dalam Nogori MNo. 1 Taiwn 1975 Jo. umt Edeman tanspal 242 974
2.2/ 20U/ 2/75
uyon lHentord Dalem Negordf M. 2 Tahun 1978 jo. Ib. 12 Pahun 1978 ;
ugon ‘Prosidon Mopublik Indonosia Ih, 32 Tahun 199 Jo. Pumtumn Hm tord .k
' Mo, 3 Tohin 99 |
uran Monterd Dalam Moperd Mo, 6 Triwn 1979
agn Progidan Bopubilik Tndonodia b, 26 Tohun 1988 ;
waen Kepaln Bedan Portanahen fhwionl Mb, 1/i0FN/1969 ;

i NEMUTU SKA4N ¢
1

hwnt*dmy’mrmgnslmn vobapnd banch yang diluasci lengoung olch Neg:am o s
nch ¢

k M. 3126/Kolyrahan Enlieates soluas 3.923 M2 toroatat atas noms lranslsus
 ooandojo Sosaputrr dabulu Phe Hoan .n torletak di Kaluruhan Kalimtos, K-
Kaliirites, Kabupaten Jomber sejale tanggal 4-9-1990 ;
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notrukalican kepodo Bepala Kentor Pertunahan Kobupaten Jembor untul ronce—
u Tangh Hole Milik sebagrimena dimalcswl pada Diktum PERIAMY, lomudicn mon -
o sebagai tuanch yiayy dilensei langaung olch Mogorm ;

rilan kepada Instansi yang nomonyn sebugaimenn tercantum trlom Imlern o
* lampiren Surut Reputusan ind, HAK PAKAT atas tanah Negara vong luns; o
gunfarmyu scbagaimona bers: .ntum didlam Molom 4 { espat) 5 (1ima) dan o
r lompiren Surat Keputuown ind dengan 1nt.cntu~.n dan syamteayarnt emparti
bowinh ind
terocbut diberikin demgen Janghn wdity gelame tansh—tansh terosbu, dipe
r-uh-.lﬂnimmu tercantum +iolam lolom 6 (cnam) daftar lampiren duet Kooty o

ibat, blaya dan untw:; rugl yung timbul Lnrena pemborien Hide Pakal ird
vl segrla tindalcan penguastin atas bidong tapnh torgebut adolah venjngs
Jamb sepenuhnys deri penerdma hak
nzh toeracbut honus dibord huﬂ.‘ht:‘ndn biatas seoual dengin ketontung sabe. -
malegud dalam Peratuinn ‘onterd Agrards b, 8 Toun 1961 H
hM dipjitkan membayny Dloys Admdndoticsl yang homus disotodan  dewi:
an Pondaharavon Khuais pada Sab Baglon Tats Ussha di Kf.mtnr' Potarshan i
*M’Nr untuk maging-ov.cing bidang sobesar :
},t‘m 00 ( Sepuluh ribu Mupiah) dengen rineian sebegai b-::rﬂmt i
L‘Lu Bps 4e000,00 (Bepat rila Mupiah) lepeda Bank Pomerintah ko delan
ﬂul:mﬁ.ng Keo ilogare ostormat atas Mata Anggasen Pondapatan Dadan Pertanghi-
i/ Nosdonal (M.AV09,27,0625) ;
hﬁ[ﬂ dtan . 000,00 (Empat ribu fupleh) kepads Emd.rh."mmn Khuois Ferc-
ﬁ::. peda Kantor Gab:h'l&f"ila}fnh Dinas Pendipaton ich Proninsd  Daerch
Jat I Jaun Timur M Kebupaton Dacyah Mnglhat I Jember untuk K5 Pomi-
rinbah Propinsl Daerei Tinglat I Jawa Timur
200 abeu Tp. 2,000,00 (Dux riba Ih'q:inh] kepoda Kas [Pemorintzh Kabupatin
5anmh Tingkat II Jorbor dengan mamporhatidion o m O b Jurat Keouburen
Jubemur Kepad.: Sseweh Tinshat T Jowa Meour tanggal 18-12-1973 to.m/1Z, &
, 060, 00 (Lim wibu Tupie 1} lmnaﬂa Budke Famorintah ke dadlam Sekandre Kio
mt-unpat. untuk pelidecanoon Londreform ntos Mata .&nfnan-n Pandemater. Dol
nahan Maslonmal (M.AL(9.27,0635) ;
minint.mui torsebut &l abas r.limynr luncs delom u.ulrt-u 12 (eduza belng)bul n
ng sojak tangeel Qurvt Keputumn ind |
omperuloh tands buktl helk (:n:.-ti.pilnt.} Hak Paltad torsobut harus dulafiar —
e Kantor Pertanahan Habupaten Jombey den memboynr blaya pondaftarp:s rozeal
la:t.m‘r‘.'-mn yang berlziu solambat-lambatnyn dalom walktu 4 (empat) bielan octo
mbegyoret tdracbut pode ungler & (ompat) 04 atas diperuhdi dan ‘dislalken ;ong
konbald olch Kantor Hilaoysh Bualsn Pertenshan Masiondd Proplngl Jan Tieur
emporoleh luns yoeng sebonamym dan dibuctloon Sunct Ulur Buasu sobojal puig-
hrat. Ular tanggal 12-11-1910 b. 5116 dongan catatan
, toydopat Iuco lebih daripada luas yang toresntum pada Jumt Keputusan ind
yo diajuken rolab surat loputusan kepoda lasd oleh Kepala Kentor Portaivh-
bupaton Jember '
Ctordapet luss Jaron; daripada lucs yang bereantum pode Surit Hoputuson int
wengan torebut mantadl tangauy Jowd (roollo) panorima hale
g Hak Pakal diwvajiblan scrantdinss momelilinrs tanah toreobut dongin sobile
1 dan bonap-bonnr dijopnundien sobagaiminn meutliyn
tepntusun petiberlon e Palied Inl batal dengan sondydnya apablla ponerim
ot momaatd svloh oty marst atau kebantuan schogoimans dimalioul dolor -
3 (b)) & (empat) 5 (1ims) 6 (enam) don 7 (tajuh) torsobub dickas
an soal-monl yang buthubupgin dengan pomberdon hole dind, penerine hok i ng-
mldih tompat kedudukon (domiudli) pada Kantor Portanaban Kabwpaton Jemb:r
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/ﬁ;-at- Keputusan ini rulati berlalu terhitung scjul: tangiol ditetapkan duv akar ¢i.
ralatfiicabut selagaimans mestinye apabila dikemutian hae ternpata tendapat e
keld muan dalun paictipannya

DUIZTAPKAN O : 53U R AGAY
PADA TUNIGGAL : I ,5 . /19 >/
KEPALX  KAINDR  MrLay e
BADAN PERTANAHAN NAZIOIN
CROPLIST JAIA TIHUT:
ttd,
ZAB5090, Irs
¥y MONE LS5

LMAE ¢ Qirat Keoubuman int disampailian liepada
Kopala Sedon Portananan Hasional ai, Jakeste (3 oxemil r)
Gubormur Kepala Doomly Tinglat I Jais “Umur eqe Sdiretaris Hlayay / Laoreh 4,

i
Bupati Kepale Daowun Tinglat IT Jambor cq, Sciretards Hlayah J Daera:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombor ;
Kepala Kantoy Porbonlsiviznan dan Kas Nepara 1 Donedonm
TPal + Diboyilcern kepeda

1. Fenoyimy j:

Nama ¢ PERMERIUTAH KADUBATSI DAERSH TIIGRAT IT J: B
& . lemat Donerime Kuaze 5 d/a Bupati Kepola Daorah Tinghat TT Joubs .

Jalon Imam Banfol ith, 104 Jamber

%+ Kopala Kentor Yortanshan Kabupaten Jombod -

m::‘ing—muizj:: 1 ( matu) cxamplor untuk dilketalul dan elpgrgunalan sab gl
mana mostinya.

CKUTIRAN S3QUT DSIGAN AGLT M.
KEP/L. NuMOR LAy
BADIH PEMAYINY NASTOHIL
PIOPINGE gL roign
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